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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji perihal kedudukan hukum mantan terpidana korupsi yang
mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX1/2023. Bertujuan untuk
memahami dasar pertimbangan hakim dalam putusan terscbut dan implikasinya
terhadap pelaksanaan hak politik mantan terpidana dalam sistem pemilihan umum di
Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-
XX1/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif DPD mantan narapidana korupsi
dan; (2) Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
12/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hak konstitusional. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PUU-
XX1/2023 menilai bahwa ketentuan pada Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017
memiliki permasalahan konstitusionalitas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya yakni putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI11/2019 serta Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang
mengatur masa tunggu calon anggota legislatif mantan narapidana selama lima tahun,
dan implikasi hukum dari Putusan Mabkamah Konstitusi No. 12/PUU-XX1/2023
dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan mengenai hak politik
mantan terpidana seharusnya dapat dibatasi dan kurangnya pengaturan terkait
mekanisme verifikasi keterbukaan informasi oleh calon mantan terpidana. Schingga,
transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses scleksi periu ditingkatkan guna
memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kredibilitas tinggi.
Kata Kunci: Kedudulkan Hukun, Mantan Nerapidana, Putusars Mahkamah
Konstitusi Nomor 12/PUV-XX1/2023
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk
menjalankan kekuasaan kehakiman pasca reformasi. Setelah perubahan ketiga
UUD NRI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disingkat
MPR) memberi persetujuan terkait Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya
disingkat MK) sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman pada tanggal 9
November 2001 dan ketentuan tersebut dirumuskan pada Pasal 24 ayat (2) dan

Pasal 24C UUD NRI 1945.1

Tugas dan fungsi MK seperti yang tercantum di dalam penjelasan umum
Undang-Undang MK disebutkan bahwa dalam rangka menjaga konstitusi dapat
terlaksana secara bertanggung jawab serta mengedepankan cita-cita demokrasi dan
kehendak masyarakat yakni dengan cara menangani perkara ketatanegaraan atau
perkara konstitusional tertentu di Indonesia.? Selain itu, dengan adanya MK juga
memiliki tujuan untuk memperbaiki tatanan konstitusi sebagai penegak konstitusi
guna mewujudkan negara hukum yang demokratis hal ini tertera di dalam

penjelasan umum UU tersebut.?

! Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, 2013, him. 50.

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316.

3 A. Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, him. 119.

1



Keberadaan MK diharapkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (the
guardian of the constitution) dan sekaligus penafsir konstitusi (¢the interpreter of the
constitution) seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945.4 MK memiliki peran
yang sangat krusial dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa
undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. MK telah
memutus berbagai perkara penting sejak dibentuk pada tanggal 13 Agustus 2003
sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan hukum dan

demokrasi di Indonesia.’

Tugas dan wewenang MK sebagaimana yang terdapat dalam pasal 24C ayat
(1) UUD NRI 1945 yaitu “Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat (final and binding) untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar NRI 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum (Pemilu)”.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK yaitu menguji Undang-
Undang terhadap UUD NRI 1945, sehingga oleh perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi (Perludem) yang merupakan sebuah Organisasi Non Pemerintah atau

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan uji materi terhadap pasal 182

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Amandemen.

® Didik Suhariyanto, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera,
2024, hlm. 45.



huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi: “tidak pernah
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.®

Pada pokoknya, Perludem mengajukan kepada MK untuk menyesuaikan
ketentuan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan persyaratan bagi
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) bahwasannya baru dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota

setelah masa jeda lima tahun pasca selesainya hukuman pidana penjara.’

Awalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU
Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 (g) melarang mantan narapidana korupsi
bersama mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk
ikut dalam kontestasi. Namun aturan ini kemudian diuji materiil di Mahkamah
Agung (MA) dan memutuskan peraturan ini dianggap bertentangan dengan UU
Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 240 ayat 1 (g) yang
memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri selama yang bersangkutan
telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan
narapidana. Pasca putusan MA tersebut, KPU kemudian mengeluarkan PKPU

Nomor 31 Tahun 2018 dimana pada Pasal 45a menyebut calon legislatif koruptor

6 Perludem, Gugat UU Pemilu, Perludem Minta Jeda 5 Tahun Eks Koruptor Bisa Jadi DPD,
https://perludem.org/2023/01/24/gugat-uu-pemilu-perludem-minta-jeda-5-tahun-eks-koruptor-
bisa-jadi-dpd/ , diakses pada, 4 September 2024, Pukul 09.42 WIB.

" Ibid.


https://perludem.org/2023/01/24/gugat-uu-pemilu-perludem-minta-jeda-5-tahun-eks-koruptor-bisa-jadi-dpd/
https://perludem.org/2023/01/24/gugat-uu-pemilu-perludem-minta-jeda-5-tahun-eks-koruptor-bisa-jadi-dpd/

diperbolehkan mencalonkan dalam pemilu legislatif dengan syarat mengumumkan

secara terbuka kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana kasus

korupsi.®

sebagai calon anggota legislatif DPD RI pada pemilu 2024 :°

Berikut ini merupakan daftar mantan narapidana korupsi yang terdata

Tabel 1. 1 Daftar Calon Anggota DPD Mantan Terpidana Korupsi Tahun 2024

No. | Daerah Pilih Kasus Nama Calon Vonis
Anggota .
.o P
Legislatif DPD ejara
1. Sumatera Korupsi pengadaan mobil Abdillah 4 tahun
Utara pemadam kebakaran dan
penyelewengan dana APBD
2. Bengkulu | Menerima gratifikasi dalam Patrice R 1 tahun 6
proses penanganan perkara Capella bulan
bantuan daerah, tunggakan
dana bagi hasil, dan
penyertaan modal sejumlah
BUMD di Sumut oleh
Kejaksaan
3. Nusa Menerima suap Mubhir 2 tahun
Tenggara pembangunan sekolah di
Barat kota Mataram
4. Nusa Korupsi perizinan Zaini Arony 7 tahun
Tenggara pemanfaatan lahan dan
Barat pemerasan calon investor
5. Kalimantan Korupsi dana asuransi 25 Dody 2 tahun
Timur orang anggota DPRD Kota Rondonuwu
Bontang periode 2000-2004
Komisi Pemilihan Umum, Boleh, Tapi Harus Mengumumbkan,
https://www.kpu.go.id/berita/baca/10933/boleh-tapi-harus-mengumumkan,  diakses pada 9

September 2024, Pukul 10.21 WIB.

® Indonesia Corruption Watch, Mahkamah Konstitusi Harus Konsisten untuk Mencegah
Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah!,
https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-
terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota, diakses pada 9 September 2024, Pukul 10.31 WIB.


https://www.kpu.go.id/berita/baca/10933/boleh-tapi-harus-mengumumkan
https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota
https://antikorupsi.org/id/mahkamah-konstitusi-harus-konsisten-untuk-mencegah-mantan-terpidana-korupsi-menjadi-calon-anggota

6. Kalimantan Kasus suap proyek Emir Moeis 3 tahun
Timur pembangunan PLTU di
Tarahan Lampung tahun
2004
7. Sumatera Kasus suap dalam impor Irman Gusman | 4 tahun 6
Barat gula oleh Perum Bulog bulan
8. Aceh Korupsi pembelian 2 unit | Abdullah Puteh | 10 tahun
helikopter saat menjadi
gubernur Aceh
9. Yogyakarta Korupsi dana purna tugas Cinde L 4 tahun
Rp 3 miliar Yulianto

Sumber : Antikorupsi.org

Berdasarkan beberapa nama diatas salah satunya yakni Irman Gusman,
mantan Ketua DPD periode 2009-2014 dan 2014-2019, kemudian dinyatakan
bersalah dalam kasus korupsi terkait penerimaan suap. Melalui putusan peninjauan
kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, ia dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun serta
pencabutan hak politik selama 3 tahun. Setelah menjalani hukuman, Irman
dibebaskan secara murni pada 26 September 2019. MK kemudian memerintahkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU)
bagi calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dengan mengikutsertakan Irman

Gusman.

KPU berpendapat bahwa Irman belum memenuhi masa tunggu 5 tahun
sejak bebas murni pada 2019, yang baru akan selesai pada 26 September 2024. MK
memiliki pertimbangan dalam putusan tersebut yakni PTUN Jakarta meyakini
bahwa Irman Gusman tidak termasuk dalam kategori terpidana yang diancam

hukuman 5 tahun atau lebih, sehingga hakim memutuskan daftar calon tetap (DCT)



Pemilu DPD RI 2024 untuk dapil Sumatera Barat tidak sah karena seharusnya

mencantumkan nama Irman Gusman.°

Irman Gusman menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi. Tentu saja tindakan seperti itu sangat tercela dan
mencerminkan cacat moral, terutama jika dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang
seharusnya menggunakan kekuasaannya untuk mewakili kepentingan rakyat dan
memperjuangkan kesejahteraan bersama. Saat ini, [rman Gusman kembeali terpilih
sebagai anggota DPD dalam Pemilu 2024. Namun, timbul kekhawatiran apakah
tindakan korupsi serupa bisa terulang, mengingat konstitusi saat ini tidak melarang
mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk

sebagai anggota DPD.!

Konstitusi menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan isu-isu dalam
pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 22D

UUD NRI 1945 dan Tata Tertib DPD RI menyatakan bahwa sebagai lembaga

10 Kompas.com, Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana
Korupsi Irman Gusman, https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-
mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all, = diakses pada 16
September 2024, Pukul 12.31 WIB.

11 Rico Afrido Simanjuntak, 2023. Irman Gusman Kembali Terjun Ke Politik, Tokoh Sumbar
Bicara  Peluangnya, https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-
terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554, diakses pada, 28 Agustus 2024,
Pukul 14.00 WIB


https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulang-dpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all
https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554
https://nasional.sindonews.com/read/1018685/12/irman-gusman-kembali-terjun-ke-politik-tokoh-sumbar-bicara-peluangnya-1675940554

legislatif DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.'?

Kewenangan yang luas ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan jika diberikan
kepada individu-individu yang memiliki catatan pernah terlibat dalam masalah

hukum.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-
XX1/2023, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Substansi
putusannya menyatakan bahwa norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat, kecuali jika dimaknai

sebagai berikut:

”Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi
Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu
5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan
yang berulang.

Ketentuan tersebut berpotensi memberikan peluang bagi mantan narapidana

untuk kembali masuk dalam lembaga legislatif. Terlebih jika mantan narapidana

12 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD RI,
https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang, diakses pada, 31 Agustus 2024, Pukul 14.20
WIB.

13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX1/2023 tentang Syarat Mantan
Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif DPD.


https://www.dpd.go.id/profile/fungsi-tugas-wewenang

tersebut sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi, karena ada kemungkinan mereka
dapat mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa
mereka tidak akan melakukan tindakan serupa jika kembeali terpilih sebagai anggota

legislatif DPD.*

Berbagai interpretasi timbul dari Undang-Undang yang mengizinkan
mantan narapidana menjadi anggota DPD. Pasal 182 huruf (g) dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3),
Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. ° Selain itu, proses
pembuatan undang-undang di Indonesia harus berpedoman pada prinsip bahwa
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum

yang lebih tinggi (Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori).*®

Pelaksanaan pemilu yang mengedepankan prinsip demokrasi, rakyat
memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, baik dalam memilih eksekutif
maupun legislatif.” Oleh karena itu, pemilu menjadi bentuk nyata dari demokrasi
sejati, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, berasal dari rakyat,
dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Masyarakat

menolak undang-undang tersebut karena mereka menganggap mantan narapidana

14 Jufri, M. 2023. Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Pengawasan Pemilu, Vol.3, hIm.53.

15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61009.

16 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 62.

1 Ni’matul Huda, 2012, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Pers,
hlm. 290.



sebagai individu yang memiliki cacat moral, kurang integritas, dan tidak

bertanggung jawab.8

Secara politik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX1/2023
berpotensi melemahkan fungsi lembaga legislatif, terutama dalam hal pengawasan,
legislasi, penganggaran, dan perwakilan. Ketentuan tersebut membuka peluang
bagi individu dengan catatan moral yang buruk untuk menjadi anggota legislatif.
Terlebih jika informasi tentang calon yang merupakan mantan narapidana tidak
disampaikan secara luas, sehingga masyarakat mungkin tidak mengetahui rekam
jejak mereka dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menciptakan lembaga legislatif
yang dapat dipercaya, anggotanya harus memiliki integritas moral yang tinggi,
kompetensi yang memadai, dapat diandalkan, dan memiliki sikap kenegarawanan
yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, khususnya

dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.®

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 12/PUU-XXI1/2023 sebagai upaya menegakkan prinsip konstitusional
dalam penulisan skripsi yang berjudul ”Kedudukan Hukum Mantan Terpidana
Korupsi Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX1/2023”

18 Miriam Budiardjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008,
hlm. 461.
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B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga maka rumusan masalah

yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Nomor 12/PUU-XXI1/2023 terhadap pencalonan anggota legislatif
DPD mantan narapidana korupsi?
Bagaimana implikasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

12/PUU-XX1/2023 ditinjau dari hak konstitusional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dan

menemukan jawaban atas pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat yang

dimasukan kedalam skripsi ini.

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-
XX1/2023.

Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implikasi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 12/PUU-XX1/2023 ditinjau dari hak konstitusional.

MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam

mengenai tema yang sedang dibahas, yakni:
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1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
terhadap perkembangan keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam
permasalahan syarat kumulatif pencalonan anggota legislatif Dewan

Perwakilan Daerah mantan narapidana.

2. Manfaaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu baru untuk peneliti
serta dapat menjadi landasan bagi para pengkaji lain sehingga hasil
penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber ilmu lain yang dapat
dipergunakan sebaik mungkin.

b. Bagi masyarakat
Memberikan sumber pemikiran kepada masyarakat dan juga pendapat
mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI1/2023
mengenai terbukanya ruang bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk
mencalonkan dirinya sebagai anggota DPD. Dengan adanya tulisan ini
masyarakat mendapatkan manfaat berupa pengetahuan baru terutama untuk
mengetahui beberapa hal tentang bagaimana pengaruh dari putusan tersebut
bagi keberlangsungan lembaga negara di Indonesia sehingga praktik
pengawasan diterapkan secara merata dan tegas dalam kehidupan

bermasyarakat.
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E. KERANGKA TEORITIK
Kerangka teori adalah landasan pemikiran atau konsep yang digunakan untuk
menganalisis kasus atau permasalahan, serta sebagai acuan dalam membangun

argumentasi dan perbandingan.?°

1. Teori Keadilan

Keadilan, yang berasal dari kata "adil" berarti menempatkan segala sesuatu
pada tempatnya dengan cara yang tidak berat sebelah atau pilih kasih, serta
mematuhi hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. John Rawls, seorang filsuf
Amerika pada akhir abad ke-20, mengemukakan beberapa konsep penting tentang
keadilan dalam karya-karyanya seperti A Theory of Justice, Political Liberalism,
dan The Law of Peoples. Pemikiran-pemikiran ini memberikan pengaruh yang
signifikan mengenai nilai-nilai keadilan.?

Keadilan pada intinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang
menjadi haknya dan memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat
mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Teori ini relevan untuk
menganalisis perlakuan adil dalam konteks negara, termasuk hak politik dan
sebagainya.??

Keadilan berfungsi sebagai landasan moral hukum dan menjadi ukuran utama
bagi sistem hukum positif. Hukum positif berawal dari keadilan, yang merupakan

unsur mutlak yang harus ada dalam hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak

20 pudjo, Utomo. 2020. Omnibus Law : Dalam Perspektif Hukum Responsif, vol. 2, No.1,
hlm. 33.

2L Carl Joachim Friedrich. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nusamedia, 2004,
him. 25.

22 Ibid.
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layak disebut sebagai hukum. Jika penegakan hukum lebih berfokus pada
kepastian hukum atau aspek peraturannya, maka nilai tersebut cenderung
menggeser keadilan dan kegunaan. Hal ini karena kepastian hukum menekankan
pada pentingnya peraturan sesuai dengan apa yang dirumuskan. Demikian pula,
jika kegunaan lebih diutamakan, maka nilai ini dapat menggeser kepastian hukum
dan keadilan, karena yang menjadi fokus utama adalah apakah hukum tersebut
bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika keadilan menjadi prioritas, nilai ini
dapat menggeser kepastian hukum dan kegunaan. Oleh sebab itu, penegakan
hukum harus mempertahankan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.?

Teori Keadilan digunakan karena relevan dengan rumusan masalah, terutama
sebagai landasan dalam menganalisis kehidupan demokrasi di suatu negara
maupun pelaksanaan pemerintahan. Teori ini membahas bagaimana memberikan
perlakuan yang sama dan tidak membedakan antara satu individu dan individu
lainnya, sesuai dengan pembagian hak dan kewajibannya. Dalam kajiannya, teori
ini akan menyoroti keadilan dalam konteks bernegara, termasuk hak-hak politik

dan aspek lainnya.

2. Teori Negara Hukum
Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan

pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan membatasi

23 Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. 2023. Kedudukan
Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pranata
Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, him. 243-244.
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kekuasaan pemerintah, sehingga kekuasaan negara dan aparatnya dibatasi oleh
hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan semata (machtsstaat). Suatu
negara dapat disebut sebagai negara hukum jika memenuhi beberapa unsur.
Friedrich Julius Stahl mengidentifikasi ciri-ciri negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia.

2. Adanya pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan yang berjalan sesuai peraturan.

4. Terdapat peradilan tata usaha negara.?*

Konsep negara hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu konsep Eropa
Kontinental yang dikenal sebagai Rechtsstaat dan konsep Anglo Saxon yang
dikenal sebagai Rule of Law. Rechtsstaat berkaitan erat dengan sistem hukum Civil
Law, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Romawi Modern. Secara historis,
konsep Rechtsstaat muncul sebagai penolakan tegas terhadap pemikiran
Hegelianisme yang mendukung absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner.
Sebaliknya, konsep Rule of Law berkembang secara evolusioner dan
diimplementasikan dalam sistem hukum Common Law.?® Dalam konstitusi
indonesia ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechstaat)
bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Menurut Jimly Ashiddigie, negara hukum
indonesia terdapat di dalamnya terkandung:?®

1. Pengakuan atas prinsip supremasi hukum dan konstitusi.

24 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004,
hlm. 34.

% Hamzani, A. 2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan
Rakyatnya. Jurnal Yustisia, Vol. 3, No. 3, hlm 138.

26 Jimly asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi Pers,
2006, hlm. 69.
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2. Penerapan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem
konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar.

3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

4. Prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak, yang menjamin
persamaan setiap warga negara di depan hukum.

5. Jaminan keadilan bagi setiap individu, termasuk perlindungan terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang.

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima oleh rakyat karena
mencerminkan kesadaran hukum masyarakat. Kekuasaan tidak berpusat pada
individu penguasa, melainkan pada hukum yang bersifat impersonal (on
persoonlijk). Menurut Lord Acton, kekuasaan dan hukum tidak dapat dipisahkan;
keduanya menjadi nyata ketika dijalankan oleh manusia. Keduanya sama
pentingnya, karena kekuasaan tanpa hukum cenderung sewenang-wenang,
sementara hukum tanpa kekuasaan menjadi tidak efektif.?’

Sehingga teori ini berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu
bagaimana MK berperan sebagai lembaga yang menguji dan mengadili berbagai
aturan yang berkaitan dengan UU, mencakup esensi dalam mengatur berjalannya
pemerintahan karena kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi sebagai norma

hukum tertinggi.

3. Teori Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi)
Pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) adalah alasan yang digunakan oleh
hakim sebagai dasar pertimbangan hukum sebelum memutuskan perkara. Dalam

menganalisis suatu masalah, hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial yang

27 Sumadi, A. F. 2016. Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4,
hlm.851.
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ada, sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam kasus serupa di masa
yang akan datang. Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menemukan ratio
decidendi dalam suatu putusan pada umumnya dapat ditemukan pada bagian
tertentu.?®

Sistem hukum Indonesia yang menganut civil law, ratio decidendi dapat
ditemukan dalam bagian konsideran "Menimbang" pada "Pokok Perkara™. Ratio
decidendi ini diidentifikasi dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan
yang didasarkan pada fakta tersebut. Oleh karena itu, dari satu fakta materiil bisa
saja muncul dua kemungkinan putusan yang sifatnya bertentangan. Ratio
decidendi, atau penalaran hukum, digunakan untuk mengangkat isu dalam kasus
yang kontroversial atau tidak menguntungkan, baik di antara pihak swasta maupun
antara publik dan pemerintah. Secara khusus, ini mencerminkan sikap lembaga
hukum dan peradilan terhadap kualitas serta sistem penegakan hukum.?

Fungsi ratio Decidendi sangat penting dalam dunia peradilan sebagai sarana
untuk mengungkapkan pemikiran terkait konflik hukum vyang terjadi di
masyarakat. Ratio decidendi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia
peradilan sebagai alat untuk mengungkapkan pemikiran terkait permasalahan
konflik hukum yang muncul di masyarakat. Kedudukan ratio decidendi dapat
menjadi acuan dasar logika dalam suatu perkara, di mana ratio decidendi menjadi

dasar sebuah putusan.

28 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2009, hlm.94.
29 Abraham Amos H.F. Legal Opinion Teorities & Empirisme. Jakarta: PT. Grafindo Persada,
2007, hlm. 34.
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Menurut Gustav Radbruch, dalam proses peradilan, hakim seharusnya
mempertimbangkan tiga faktor utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan
keadilan.®® Bagi seorang hakim, menemukan keseimbangan yang tepat di antara
ketiga faktor ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Kepastian hukum
berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum, sementara
kemanfaatan mencakup dampak praktis dari keputusan tersebut terhadap
masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, cara seorang hakim
mengintegrasikan dan menyeimbangkan ketiga faktor ini dalam putusannya akan
sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara.®

Dalam kajian permasalahan pada skripsi ini, terdapat kaitan erat dengan
pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi yakni berperan sebagai
perwujudan mekanisme checks and balances, dengan fungsi untuk membatasi
kekuasaan mayoritas serta bertindak sebagai hakim yang mengarahkan masalah
politik sesuai dengan konstitusi yang berlaku. MK memiliki peran penting dan
strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena kewenangan
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat

final.

30 Chakim, M. L. 2016. Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.2, hlm.330.

31 Wulan, E. R. 2024. The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision
Number 813 K/ PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813. Jurnal
Hukum Sehasen, Vol.10, No.1, hlm.186.
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F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter
Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*?

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menerapkan tipe penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian hukum
kepustakaan merupakan mekanisme atau langkah yang dipakai pada penelitian,
penelitian ini mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan

pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.*

2. Pedekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Suatu penelitian hukum (legal research), maka akan digunakan
pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.3* Adapun
dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan
putusan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sehingga dapat

menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

32 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 35

33 Soerjonosoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Cet. Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, him. 13-14.

34 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: University Mataram Press, 2020, hlm. 56.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terkait kasus-kasus yang
telah tercantum dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan berhubungan dengan isu dalam penelitian.®® Pendekatan kasus
atau case approach tentu tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan
pengadilan terkait dengan isu-isu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh

calon anggota legislatif DPD yang ingin maju dalam Pemilu.

3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan
cara menelusuri bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

35 Ibid.
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Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XX/2022 tentang
koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR dan DPRD;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PUU-XXI1/2023 tentang Syarat
Mantan Terpidana Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif DPD.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang terdiri
dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentunya muatannya
berisi perkembangan atau isu-isu yang aktual dan relevan terkait hukum.
Selanjutnya, buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan
hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.®
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan penunjang yang
sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam
penelitian seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black Law
Dictionary, Bahan Hukum lainnya yang bersumber dari internet yang berguna

sebagai penunjang penulisan.

3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 54.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) sebagai
bahan hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara
kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur
dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang relevan dengan penelitian.®’

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan dilakukan dengan mencari dan merangkum teori-teori, asas,
standar, dan pasal didalam undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan
mengenai permasalahan dalam penulisan ini, selanjutnya dianalisis dan dirangkap
menjadi uraian yang sistematis, kemudian seluruh bahan tersebut diuraikan secara
deskriptif untuk dapat menjadi acuan dalam memberikan solusi terhadap suatu

permasalahan yang diberikan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai
dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan
atau pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini ialah
deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju

pernyataan-pernyataan khusus.

37 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Penerbit Maju, 2008, hlm.
90.
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